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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Pangkalan 

PSDKP Bitung Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan 

Kementerian dan Kelautan, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) 

dan baik (good goverment) dangan harapan akan memberikan dampak positif dalam 

meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Pangkalan PSDKP Bitung secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk 

meningkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai Bentuk Pelayanan 

Kepada Masyarakat Pangkalan PSDKP Bitung menyadari keterbukaan informasi publik 

merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan 

Negara dan Badan Publik serta segala sesuatu yang berakibat pada informasi publik. 

Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan 

bersih (good goverment), yang secara optimal menerapkan good goverment di lingkungan 

instansinya sehingga meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.  

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 

kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif d a n  

dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di 

tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti 

dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi 

Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara 

saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar 

negeri. 



 

 

1.2 Dasar Hukum 

 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan  

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89); 

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); 

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi 

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2016 tentang 

Penyelenggaraan Kehumasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang 

Klasifikasi informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 

8. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 

8/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Tekhnis Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 

adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim PPID Pangkalan PSDKP Bitung, Adapun 

tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi 

pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 



 

 

BAB II 

LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia 

yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap 

penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada 

kepentingan publik. 

Komisi Informasi juga menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi untuk 

seluruh instansi pemerintahan di Indonesia termasuk Pangkalan PSDKP Bitung yang selalu 

berupaya untuk meningkatkan nilai rating Keterbukaan Informasi. 

 

 

1.2.1. Kebijakan yang diambil Pangkalan PSDKP Bitung 

 

Layanan informasi publik merupakan bagian dari komitmen instansi dalam menjalankan 

prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan 

pedoman dalam penyelenggaraan layanan informasi publik guna memenuhi hak masyarakat 

dalam memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses, Yang bertujuan, 

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyenggaraan pemerintahan 

- Memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan 

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan 

public 

- Menjaga kualitas layanan informasi agar sesuai dengan standar yang berlaku 

Berdasarkan prinsip layanan informasi Publik Pangkalan PSDKP Bitung terus 

meningkatkan pelayanan yang mencakup aspek, 

- Transparansi, Informasi publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. 

- Akuntabilitas, Setiap informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan hukum. 



 

 

- Cepat dan tepat, Pelayanan Informasi harus diberikan dengan cepat, tepat, dan tidak 

berbelit-belit. 

- Keterjangkauan, Informasi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa 

diskriminasi. 

- Keamanan dan Perlindungan data, informasi yang dikecualikan harus dijaga 

kerahasiaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Adapun Jenis informasi yang disediakan mencakup, 

- Informasi Berkala, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara rutin, seperti 

Laporan Kinerja dan anggaran. 

- Informasi serta merta, informasi yang harus segera diumumkan terkait keadaan darurat 

atau kepentingan publik. 

- Informasi setiap saat, Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja sesuai 

dengan permohonan yang diajukan. 

- Informasi yang dikecualikan, Informasi yang tidak dapat diakses oleh publik karena 

menyangkut rahasia negara, perlindungan data pribadi, atau kepentingan hukum tertentu. 

Adapun mekanisme permohonan informasi mencakup, 

- Pengajuan permohonan informasi dapat berbagai saluran seperti situs web, email, 

layanan langsung atau surat resmi. 

- Permohonan informasi diproses dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

- Jika permohonan informasi ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan atau sengketa 

informasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Dalam pengelolaan dan pengawasan Informasi publik, Pangkalan PSDKP Bitung 

Melaksanakan Langkah-langkah diantaranya, 

- Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai 

penanggungjawab utama dalam layanan informasi publik. 



 

 

- Evaluasi dan peningkatan layanan informasi dilakukan secara berkala untuk memastikan 

kualitas pelayanan yang optimal. 

- Laporan penyelenggaraan layanan informasi disusun dan dipublikasikan sebagai bagian 

dari akuntabilitas instansi kepada publik. 

1.2.2. Rincian Pelayanan Informasi Publik 

a. Ruang Lingkup Layanan 

Layanan informasi publik mencakup pengelolaan, penyediaan, dan pendistribusian 

informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Jenis Informasi yang Disediakan 

1. Informasi Berkala 

- Laporan keuangan dan kinerja instansi. 

- Rencana strategis dan program kerja. 

- Informasi kebijakan dan peraturan terbaru. 

2. Informasi Serta-Merta 

- Informasi bencana alam atau keadaan darurat lainnya. 

- Informasi terkait peringatan dini dan penanganan krisis. 

3. Informasi Setiap Saat 

- Informasi yang dapat diakses kapan saja berdasarkan permintaan 

masyarakat, seperti prosedur pelayanan publik, daftar pejabat, dan hasil 

kajian instansi. 

4. Informasi yang Dikecualikan 

- Informasi yang terkait dengan rahasia negara, perlindungan data pribadi, 

dan dokumen internal yang dapat membahayakan kepentingan publik jika 

dipublikasikan. 

c. Mekanisme Permohonan Informasi 

1. Cara Mengajukan Permohonan 

- Melalui situs web resmi. 

- Datang langsung ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID). 

- Mengirimkan surat resmi atau email ke alamat yang ditentukan. 



 

 

2. Persyaratan Permohonan 

- Mengisi formulir permohonan informasi. 

- Melampirkan identitas diri (KTP/SIM/paspor). 

- Menyebutkan informasi yang dibutuhkan dengan jelas. 

3. Proses Penyelesaian Permohonan 

- Penerimaan Permohonan: Petugas mencatat dan memverifikasi 

permohonan dalam waktu 1 hari kerja. 

- Peninjauan dan Persetujuan: PPID meninjau ketersediaan informasi dan 

memastikan apakah informasi dapat diberikan dalam waktu 10 hari kerja. 

- Pemberian Informasi: Jika permohonan diterima, informasi diberikan 

melalui media yang sesuai (hardcopy, softcopy, atau melalui portal 

digital). 

- Penolakan Permohonan: Jika informasi termasuk dalam kategori yang 

dikecualikan, pemohon akan diberikan surat penolakan disertai alasan 

yang jelas. 

d. Biaya Layanan 

- Layanan informasi publik diberikan secara gratis. 

- Jika pemohon membutuhkan salinan fisik (hardcopy), biaya cetak atau 

penggandaan akan ditanggung oleh pemohon sesuai dengan tarif yang 

berlaku. 

e. Waktu Layanan 

- Senin – Jumat: 08.00 – 16.00 WIB 

- Hari libur dan akhir pekan: Tidak beroperasi 

f. Pengaduan Layanan 

Jika pemohon merasa tidak puas dengan layanan informasi yang diberikan, mereka 

dapat mengajukan pengaduan melalui: 

- PPID utama instansi yang bersangkutan. 

- Surat resmi atau email ke bagian pengaduan publik. 

- Komisi Informasi sebagai pihak penyelesaian sengketa informasi 



 

 

1.2.3. Kendala Eksternal dan Internal dalam penyampaian Informasi Publik 

1. Kendala Internal  

1. Kurangnya SDM yang Kompeten 

- Tidak semua pegawai memiliki pemahaman yang cukup tentang 

keterbukaan informasi publik. 

- Minimnya pelatihan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID). 

2. Sistem Pengelolaan Informasi yang Belum Optimal 

- Belum maksimalnya sistem digital yang terintegrasi untuk mengelola 

permintaan informasi. 

- Data belum terorganisir dengan baik, sehingga sulit diakses atau 

ditemukan. 

3. Kurangnya Anggaran untuk Layanan Informasi 

- Anggaran terbatas untuk pengadaan sarana dan prasarana layanan 

informasi. 

- Kurangnya anggaran dalam teknologi informasi untuk mendukung 

keterbukaan informasi. 

2. Kendala Eksternal  

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat 

- Banyak masyarakat belum memahami hak mereka dalam memperoleh 

informasi publik. 

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi transparansi 

informasi. 

2. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi 

- Informasi resmi sering kali tersaingi oleh berita hoaks yang lebih cepat 

menyebar. 

- Masyarakat sulit membedakan mana informasi yang valid dan tidak. 

3. Keterbatasan Akses Teknologi di Daerah Terpencil 

- Belum semua daerah memiliki akses internet yang memadai untuk 

memperoleh informasi secara daring. 

- Infrastruktur komunikasi belum merata di seluruh wilayah, terutama di 

daerah terpencil. 



 

 

1.2.4. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik 

 

a. Pelayanan yang berbasis aplikasi terus disosialisasikan dan ditingkatkan. 

b. Setiap tahun, Pangkalan PSDKP Bitung melakukan evaluasi layanan informasi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

c. Hasil evaluasi diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. 

d. Meningkatkan Website Pelayanan dan Kegiatan  Pangkalan PSDKP Bitung. 

e. Adapun Website PPID Pangkalan PSDKP Bitung terus diupdate dan Menyatu dengan 

Website PPID KKP. 

f. Tim PPID Pangkalan PSDKP Bitung akan melakukan perbaikan dan inovasi dalam 

penyampaian Informasi Publik. 

g. Tim PPID Pangkalan PSDKP Bitung akan meningkatkan Pelayanan dan Berita 

Informatif pada berbagai Media Sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.5 Informasi Keterbukaan Publik dari Website PPID Pangkalan PSDKP Bitung 

 

 

 

 

Gambar diatas adalah Informasi Keterbukaan Publik yang dapat di Akses melalui Website  

 
       https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-bitung/ 

 

https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-bitung/


 

 

 

 
 1.2.4   Website Informasi dan Pelayanan Pangkalan PSDKP Bitung 

 

 

 
 

Gambar diatas adalah Informasi dan Pelayanan yang dapat di Akses melalui Website  
 

       https://sipelintas.com/ 

 

 

1.2.5   Website Profil Pangkalan 

 

 

 Merupakan Web Kehumasan dan sosialisasi dan   kegiatan Pangkalan PSDKP Bitung, 

memuat berbagai kegiatan, baik pengawasan dari Pangkalan PSDKP Bitung sampai pada Wilayah 

kerjanya. 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

1.2.6   Website Pengawasan Ruang Laut 

  

 Merupakan Web yang memberikan informasi kepada masyarakat dan Pelaku usaha tentang 

Aturan, Larangan serta Hal Yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang laut. Web ini juga berfungsi 
sebagai rekap Pengawasan yang sudah dan belum dilakukan selama periode satu tahun. 

 

 



 

 

PENUTUPAN 

 

 
Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini disusun dengan 

harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah 

diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan 

pelaporan oleh Pangkalan PSDKP Bitung yang akan datang. Laporan ini kami buat secara 

ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai bahan monitoring dan evaluasi 

terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pangkalan PSDKP Bitung. 

 

 

Bitung,  14 Desember 2024 

   Kepala Pangkalan PSDKP  Bitung 

 

 

 

 

 

                  KURNIAWAN 
 


